
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                       NOMOR  189/PMK.06/2017       

TENTANG 

PEJABAT LELANG KELAS II 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.   bahwa ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas II telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II;  

  b. bahwa untuk penguatan profesi dan peningkatan peran 

Pejabat Lelang Kelas II dalam memberikan pelayanan 

Lelang Noneksekusi Sukarela kepada masyarakat, perlu 

untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai 

Pejabat  Lelang Kelas II; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang 

Kelas II; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 

Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); 
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  2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Staatsblad 1930:85); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT 

LELANG KELAS II. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk  

umum dengan penawaran harga secara tertulis  

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun 

untuk mencapai harga tertinggi, yang  didahului dengan 

Pengumuman Lelang.  

2. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas barang 

milik swasta, perorangan, atau badan hukum/badan 

usaha yang dilelang secara sukarela. 

3. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk 

melaksanakan penjualan barang secara Lelang. 

4. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang 

berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. 

5. Calon Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang telah 

dinyatakan lulus seleksi penerimaan untuk menjadi 

calon Pejabat Lelang Kelas II. 

6. Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta 

tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II. 
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7. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan usaha di bidang Lelang.  

8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya 

disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan 

negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, 

piutang negara, dan Lelang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara. 

11. Direktur Lelang yang selanjutnya disebut Direktur adalah 

salah satu pejabat unit Eselon II di lingkungan DJKN 

yang mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang Lelang. 

12. Kantor Wilayah DJKN yang selanjutnya disebut Kantor 

Wilayah adalah instansi vertikal DJKN yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Jenderal. 

13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang 

selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal 

DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 

14. Upah Persepsi adalah imbalan jasa atas pelaksanaan 

Lelang yang diberikan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang 

Kelas II. 

15. Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang 

diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang. 

16. Penjual adalah orang, badan hukum, badan usaha, atau 

instansi yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual 

barang secara Lelang. 
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17. Pemilik Barang adalah orang, badan hukum, atau badan 

usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang 

yang dilelang. 

18. Wanprestasi adalah suatu keadaan saat Pembeli tidak 

melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

19. Pemeriksaan Langsung adalah kegiatan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden) 

terhadap Pejabat Lelang Kelas II dalam rangka 

pembinaan dan pengawasan. 

20. Pemeriksaan Tidak Langsung adalah kegiatan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Lelang 

(Superintenden) terhadap dokumen lelang dan laporan 

kegiatan Pejabat Lelang Kelas II serta data lainnya.  

  

BAB II 

TAHAPAN PENGANGKATAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan 

Pejabat Lelang Kelas II. 

(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilimpahkan kepada Direktur Jenderal. 

(3) Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. seleksi; 

b. praktik kerja (magang); 

c. pengangkatan; dan 

d. pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan. 

 

Pasal 3 

(1) Masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku 5 (lima) 

tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Pengangkatan 
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dan dapat diperpanjang kembali, sepanjang memenuhi 

persyaratan.  

(2) Masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II dibatasi sampai 

dengan usia Pejabat Lelang Kelas II mencapai 65 (enam 

puluh lima) tahun. 

 

Bagian Kedua 

Seleksi 

 

Pasal 4 

(1) Setiap orang yang memenuhi syarat dapat mengajukan 

permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan untuk 

menjadi calon Pejabat Lelang Kelas II kepada Direktur 

Jenderal c.q. Direktur. 

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau 

Diploma IV (D4), diutamakan bidang hukum atau 

ekonomi manajemen/akuntansi; 

b. tidak pernah  dijatuhi hukuman pidana atau tidak 

sedang menjalani hukuman pidana; 

c. tidak merangkap jabatan atau profesi sebagai: 

1. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri; 

2. Pejabat Negara; 

3. Kurator;  

4. Penilai;  

5. Pengacara/Advokat; dan/atau 

6. Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau 

karyawan Balai  Lelang; dan 

d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai Pejabat Lelang Kelas II. 

(3) Dalam hal yang mengajukan permohonan seleksi 

merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara DJKN, 

selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga 

harus memenuhi syarat: 

a. memiliki pangkat/golongan terakhir paling rendah 

Penata (III/c); dan 
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